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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 

terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di tempat hiburan malam di Daerah 

Istimewa Yogyakarta belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan 

jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan 

jumlah perusahaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyebab 

kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dikarenakan 

pengadaan Pengawasan Ketenagakerjaan yang belum berjalan dengan 

baik. 

2. Adanya ketidaksesuaian norma atau standar yang menjadi objek 

pengawasan ketenagakerjaan dengan yang ditetapkan oleh Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 

Per.09/Men/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan. 

3.   Adanya tumpang tindih peraturan mengenai Kewenangan Pengawasan 

Ketenagakerjaan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan. 
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4.  Kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan 

dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pemenuhan 

hak-hak pekerja wanita di tempat hiburan malam di Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

a.  Kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan. 

b.  Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. 

c.  Kurangnya kerja sama dari perusahaan terhadap pelaksanaan 

pengawasan. 

d.  Tidak adanya keterbukaan dari pekerja wanita itu sendiri kepada 

pengawas ketenagakerjaan. 

B.  Saran 

1.  Mengingat fungsi pengawasan yang kurang berjalan dengan baik dari 

Dinas Tenaga Kerja maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas 

Tenaga Kerja meningkatkan kuantitas Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menambah 

kuota pengadaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan melatih staf dari 

bagian lain untuk menjadi Pengawas Ketenagakerjaan sehingga 

pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif.  

2.  Pemerintah lebih serius menangani pelaksanaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dengan meningkatkan pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan 

Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia tentang 
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pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 

untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.  

3.  Memberikan sosialisasi hukum kepada pekerja wanita di tempat hiburan 

malam terkait hak-hak mereka yang dilindungi oleh pemerintah dan 

pekerja wanita sebaiknya lebih proaktif melaporkan bila terjadi 

pelanggaran normatif  yang dilakukan oleh perusahaan. 

4. Membentuk perangkat untuk mengawasi kinerja Pengawas 

Ketenagakerjaan.  

5.  Pihak pengusaha harus lebih memperhatikan mengenai hak bagi pekerja 

wanita di tempat hiburan malam, terutama yang berkaitan dengan 

pelecehan seksual dan keselamatan terhadap tenaga kerja perempuan 

yang bekerja pada malam hari. 
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